10.

Il

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor i Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Renwana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Perjen jangan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2022;

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang
Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
Nomor 14};

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 82);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita
Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 8);

20. Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang
Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU 8 Perubahan Lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) Berdasarkan
Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota
Singkawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini



KEDUA

KETIGA

Perubahan Lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) Berdasarkan
Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan mengevaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {AKIP) Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang,

Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam  penetapan akan dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan schagaimana mestinya.

ditetapkan di  Singkawang
ada tanggal 0% Oktober 2024

W@‘m erabing 1] Muda
~=NIP.-16681016 199803 1 004



LAMPIRAN | KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MOOAL DAN TENAGA KERIA KOTA SINGKAWANG

Ny4OR : B/000.8.6.3/ (O /SET.0F TAHUN 2024
TA GGAL: 3 OKTOBER 2024

TeblTanG pERUBAHAN LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS [RENSTRA] BERDASARKAN POHON KINERIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023.2026
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